
LNSW
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

IMPLEMENTASI NERACA KOMODITAS



LEGAL STANDING
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah

integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya

penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan

informasi secara tunggal dan sinkron, penyampaian keputusan secara tunggal

untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Perpres 44/Tahun 2018, Bab 1, Pasal 1)



RUANG LINGKUP
SINSW

PENERIMAAN NEGARA
1. Sistem Informasi Pengelolaan BatuBara

2. Perluasan Integrasi pengawasan komoditi

lain (Perikanan, kehutanan, dll)

3. Integrasi probis dan sistem IT pengawasan

penerimaan negara di setiap K/L terkait

4. Integrasi Sistem SKB PPN

5. Joint Program/secondmen

1. E-COO ASEAN

2. ACDD ASEAN

3. E Form AK Korea

4. TRQ IA-CEPA

5. ACDD Singapura

6. E Form E China

7. E-SPS

8. Integrasi dan otomasi

pertukaran data ekspor/ 

impor dengan negara

ASEAN

9. Integrasi dan otomasi

pertukaran data 

ekspor/impor dengan

negara di luar ASEAN

INTEGRASI PROBIS INTERNASIONAL

1. Kantor Bersama Ekspor

2. SSM Fasilitas Migas

3. SSM Fasilitas Panas Bumi

4. DO Online dan SP2

5. Integrasi Sistem KEK

6. Integrasi Layanan Masterlist BKPM untuk

investasi

7. Pengembangan fitur fasilitasi untuk

kemudahan ekspor UMKM

FASILITASI

1. SSM Perijinan

2. Sistem Nasional Neraca Komoditas

3. SSM Persetujuan Ekspor Alkes

4. SSM Joint Inspection Pabean Karantina

5. SSm Pengangkut

6. Integrasi Data PEB Dan SKA

7. SSI/ISRM

8. Dashboard SLA dan 

Tracking dokumen untuk

K/L & stakeholder

9. Peningkatan peran ULSW

REFORMASI PELAYANAN K/L
1. Dashboard Post Border

2. Dashboard Komoditi Pangan Strategis

3. Dashboard Dwelling Time

4. Dashboard UKM Ekspor

5. Dashboard e-COO

6. Dukungan data dan informasi bagi

pengambilan kebijakan di K/L

7. Dashboard investasi nasional

8. Office Automation, 

9. Activity Based Workplace

10. Pelaksanaan IS-RBTK 

Kemenkeu

DUKUNGAN MANAJERIAL

Bersama dengan KL terkait, 

LNSW menjalankan fungsi

fasilitasi optimalisasi

layanan publik di bidang

ekspor, impor, dan logistik

melalui penerapan sistem

elektronik secara

terintegrasi



MANDAT FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA EKSPOR-IMPOR
MELALUI SINSW

PERPRES No. 32 TAHUN 2022

PASAL 1
Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya
disebut SNANK adalah subsistem dari SINSW untuk
proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.

PASAL 2 
AYAT (2)

Neraca Komoditas berfungsi sebagai:
a. dasar penerbitan Persetujuan Ekspor & Impor;
b. acuan data & informasi situasi konsumsi & produksi

suatu komoditas berskala nasional;
c. acuan data & informasi kondisi serta proyeksi

pengembangan industri nasional; dan
d. acuan penerbitan perizinan berusaha untuk

menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor & di
bidang Impor dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian pembina sektor komoditas.

PASAL 5
1) Neraca Komoditas disediakan dalam SNANK.
2) SNANK dikelola oleh lembaga yang melakukan

pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

PERMENDAG
No. 19 THN 2021

PASAL 5

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang
Ekspor, Eksportir harus mengajukan permohonan
secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.

PERMENDAG
No. 20 THN 2021

PASAL 6

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang
Impor, Importir harus mengajukan permohonan
secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.

PASAL 33
Dalam hal Neraca Komoditas belum tersedia, penerbitan
Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan data yang tersedia melalui SNANK.



IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG 

KEGIATAN USAHA (PBUMKU) SEBELUM NK
FLOW PROSES BISNIS LAYANAN 
RK/RP, REKOMENDASI & PERIZINAN 

www.insw.go.id LNSWKemenkeu Officialinsw
Call Center 

1500-679
info@insw.go.id

LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Pelaku 

Usaha

INHOUSE SYSTEM 

KL IJIN FINAL

INHOUSE SYSTEM 

KL REKOM

KL VERIFIKATOR 

RKI

Proses verifikasi 

permohonan 

Rekomendasi oleh 

KL Teknis

PROBIS REKOM

Proses verifikasi 

rencana kebutuhan 

oleh KL Teknis

PROBIS RKI

Proses verifikasi 

permohonan PI/PE 

oleh Kemendag

PROBIS PI/PE

LHV

Rekomendasi

PI/PE

BAHAN 

RAKORTAS

RISALAH 

RAKORTAS

RISALAH 

RAKORTAS

Pelaku Usaha

INHOUSE SYSTEM 

KL IJIN FINAL

Proses verifikasi 

rencana kebutuhan 

oleh KL Teknis

PROBIS RKI

Proses verifikasi 

permohonan PI/PE 

oleh Kemendag

PROBIS PI/PE

PROBIS RAKORTAS
MODUL RK/RP

Rencana Kebutuhan

Rencana Pasokan

MODUL SSM IZIN

PI/PE/IP/IT/ET ,dll

KL VERIFIKASI 

RK/RP

MODUL NK

Kompilasi data 

kebutuhan/pasokan

NK Sementara

NK Terlegitimasi

Rakornis

Rakortas

Monev

LHV

PI/PE

Layanan online
Layanan manual

PROBIS NK & RAKORTASPROBIS RK/RP & PERIZINAN
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PROBIS RAKORTAS

Rakornis

Rakortas

Monev

PROBIS RAKORTASPROBIS RKI & PERIZINANSTAKEHOLDER PERSPEKTIF

STAKEHOLDER PERSPEKTIF

1

2

3

1

2

Masih terdapat layanan manual

Masih terdapat probis antar KL yang belum terintegrasi

Masih terdapat probis repetitif

Masih terdapat persyaratan formal yang duplikatif

Ketelusuran layanan yang sektoral

Penanganan profil entitas yang sektoral

Pengelolaan data rujukan pengambilan keputusan yang sektoral

Masa berlaku persetujuan KL yang variatif

Kebijakan alokasi impor yang sektoral

User experience yang belum optimal karena pengelolaan
beberapa hak akses pada beberapa aplikasi KL

Kebutuhan elemen data yang variatif, sektoral, dan belum
terstandar



IMPLEMENTASI PBUMKU SETELAH NK
CONTOH LAYANAN PERIZINAN IMPOR KOMODITAS GULA (NK TAHAP I)

AJU PERMOHONAN
• RENCANA KEBUTUHAN
• PERSETUJUAN IMPOR

TRACK & TRACE
• PROSES LAYANAN
• SLA

PENYAMPAIAN RESPON
• NOTIFIKASI PROGRESS
• PERSETUJUAN IMPOR

VERIFIKASI
RENCANA KEBUTUHAN
OLEH KEMENPERIN

PERSETUJUAN

PENOLAKAN

KOMPILASI DATA
RAKORTAS 

(PENETAPAN NERACA 
KOMODITAS)

VERIFIKASI
PERMOHONAN PI
OLEH KEMENDAG

PERSETUJUAN

PENOLAKAN

MAKS. SEP Y-1 MAKS. OKT Y-1 MULAI NOP S/D W1 DES Y-1 MULAI W2 DES Y-1

SINAS-NK

PELAKU USAHA

MULAI AWAL JAN S/D AKHIR DES TAHUN BERJALAN

REALISASI IMPOR MELALUI 
SISTEM KEPABEANAN
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PENGAJUAN RK OLEH PELAKU USAHA:
• Paling lambat diajukan pada bulan September Y-1
• Dapat mengajukan (Fitur) PI sekaligus

VERIFIKASI RK OLEH KEMENPERIN:
• Paling lambat ditetapkan pada bulan Oktober Y-1
• Dapat memanfaatkan manajemen risiko

KOMPILASI DATA RK & RP OLEH SINSW:
• Data dikompilasi pada awal Nopember Y-1
• Dapat didahului dengan rekonsiliasi data

RAPAT KOORDINASI TERBATAS:
• Mulai November s/d awal Desember Y-1
• Mencakup pembahasan pada level Es 2, Es 1, & Menteri

VERIFIKASI PERMOHONAN PI OLEH KEMENDAG:
• Untuk skema aju RK dengan fitur aju PI sekaligus, Data Aju 

PI dialirkan secara otomatis setelah penetapan NK

REALISASI IMPOR:
• Pelaku usaha merealisasikan impor dengan mengajukan 

PIB melalui Sistem Kepabeanan pada tahun berjalan



PERBANDINGAN LAYANAN PBUMKU
SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI NK

PERBANDINGAN FLOW PROSES BISNIS 
SAAT INI DAN SELANJUTNYA

www.insw.go.id LNSWKemenkeu Officialinsw
Call Center 

1500-679
info@insw.go.id

LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PROBIS SAAT INI PROBIS SELANJUTNYA

Proses Manual

• Pengajuan RKI oleh Pelaku Usaha 

• Penyampaian LHV 

• Penyampaian bahan rakortas dari KL Teknis ke Kemenko 

• Penyampaian hasil rakortas dari Kemenko ke KL Terkait

n/a

Repetisi/Duplikasi
Proses bisnis RKI dan Rekomendasi Impor di KL Teknis 

(Kemenperin)

n/a 

(Proses bisnis rekomendasi tidak ada)

Transparansi
Informasi kinerja layanan terkendala masih ada layanan yang 

manual dan masih silo2 tersedia hanya di inhouse system masing-

masing KL

Informasi kinerja layanan difasilitasi dengan terjaminnya 

ketelusuran log transaksi layanan yang tersedia di SINSW dan 

disediakannya futur notifiais disetiap ada perubahan log transaksi

Stakeholder perspektif

• Pelaku Usaha perlu mengakses lebih dari satu platform untuk 

memperoleh layanan berberapa layanan pemerintah yang 

berkaitan 

• User experience yang kurang optimal karena masih terdapat 

duplikasi dokumen syarat dan pengisian form elektronik yang 

freetext 

• Pelaku Usaha cukup mengakses satu platform perwakilan 

pemerintah 

• Proses pengajuan permohonan layanan yang mudah dan cepat 

dengan penyediaan fitur-fitur auto fill, repository, validate formal 

oleh sistem, dll

Efisiensi
• Tidak ada perbedaan layanan yang diterima oleh Pelaku Usaha  

• Tidak ada perbedaan layanan yang diberikan oleh KL Terkait

• Pelaku usaha dimungkinkan menerima privilege layanan sesuai 

profil risikonya 

• Memungkinkan efisiensi layanan di internal KL karena hanya 

permohonan tertentu yang perlu elaborasi lebih komprehensif 

sesuai level risiko pemohon 

Pengayaan Materi Analisa 

oleh KL Terkait
Sesuai data yang dikelola KL masing-masing

Selain data yang dikelola masing-masing KL, KL Terkait juga 

memungkinkan mendapat pengayaan materi analisa berupa data/

informasi dari SSI-ISRM (rekam jejak dan profil pelaku usaha), 

informasi yang komprehensif dari DMS/Dashboard NK, dll



TAHAPAN PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS

Penyiapan Struktur Neraca Komoditas

Penyesuaian dan Integrasi Sistem Aplikasi

Sosialisasi dan Asistensi

Pelaksanaan Neraca Komoditas

Pengajuan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dan Impor

Monitoring dan Evaluasi
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REVIEW USULAN KOMODITAS
DAN USULAN REFERENSI KOMODITAS

www.insw.go.id LNSWKemenkeu Officialinsw
Call Center

150-679
info@insw.go.id

LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Ø UsulanKomoditas

Ø UsulanReferensi Komoditas

• Klasifikasi barang

• Kode HS

• Uraian Barang yang diatur tata niaga nya
oleh KL Teknis

• Dokumen Syarat

• Kewajiban Khusus (misal wajib tanam)

• Concern Khusus KL (misal registrasi, PNBP,
elemen data tertentu)

• Peraturan Menteri/dasar hukum

• Kesiapan Inhouse System Existing

HARMONISASI –KEMENKO & LNSW

Ø Harmonisasi & Sinkronisasi
usulandenganStandarSNANK

• Sinkronisasi dengan 8 Grup template

Klasifikasi barang SNANK

• Kajian peningkatan efisiensi Dokumen

Syarat (minimalisir repetisi/duplikasi)

• Fasilitasi Kewajiban Khusus (misal wajib

tanam)

• Fasilitasi Concern Khusus KL (misal

registrasi, PNBP, elemen data tertentu)

• Antisipasi Integrasi System/ pemanfaatan

inhouse System SNANK

• Harmonisasi concern KL Teknis pada

probis hulu dan concern Kemendag pada

probis hilir

• Antisipasi transformasi output KL dari

rekomendasi menjadi output sesuai
STANDARSNANK

Ø Konfirmasi Hasil Sinkronisasi tata
niaga

• Sinkronisasi usulan komoditas KL Teknis

dengan komoditas lartas

• Harmonisasi persyaratan

Ø Pendefinisian data tersedia
sebagai requirement perngajuan

permohonanperizinan

• Cakupan data tersedia

• Konfirmasi penyediaan cetakan NK-SSm

Izin

PROBISHULU–KLTEKNIS PROBISHILIR–KEMENDAG

PROSEDUR REVIEW USULAN KOMODITAS
DALAM RANGKA PENYIAPAN STRUKTUR NERACA KOMODITAS

Output yang diharapkan dari proses harmonisasi:
▪ Referensi komoditas yang terstandar
▪ Kesepakatan standar satuan
▪ Keselarasan layanan RK KL Hulu dengan Layanan Izin Final KL Hilir

▪ Format baku neraca
▪ Kesepakatan kebutuhan data & informasi yang menjadi concern KL
▪ Kesepakatan source dan kontributor data pasokan, dll



COVERAGE INTEGRASI
SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS



LESSON LEARNED NK TAHAP I – KOMODITAS HASIL PERIKANAN

PEMANFAATAN STRUKTUR KOMODITAS YANG TERSTANDAR

Menjamin keseragaman persepsi atas data & informasi  dalam format neraca
yang baku dan telah disepakati bersama antar KL

Menjamin keselarasan dan ketelusuran data mulai dari hulu sampai dengan hilir
(aju RK-keputusan RK-keputusan rakortas-izin eksim-realisasi impor/ekspor)



IMPROVEMENT SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS
PENGEMBANGAN SINAS-NK VERSI 2 PADA TAHUN 2022 

ASPEK TRANSPARANSI DAN KETELUSURAN:
➢ UPGRADE FITUR CETAKAN AJU BAGI PENGGUNA JASA:

• PENYEDIAAN CETAKAN AJU RK
• PENYEDIAAN CETAKAN AJU PERUBAHAN RK
• PENYEDIAAN CETAKAN OUTPUT PERSETUJUAN RK DARI KL PEMBINA SEKTOR
• PENYEDIAAN CETAKAN SUMMARY AJU RK – KEPUTUSAN RAKORTAS
• PENYEDIAAN CETAKAN AJU PI/PE PADA KL PENERBIT IZIN FINAL

➢ UPGRADE FITUR NOTIFIKASI BAGI PENGGUNA JASA
➢ OPTIMALISASI INTEGRASI DATA DAN AKSES INFORMASI BAGI KL STAKEHOLDER NERACA KOMODITAS

• UTILISASI RK MENJADI IZIN EKSPOR/IMPOR
• UTILISASI IZIN MENJADI REALISASI EKSPOR/IMPOR, DLL

ASPEK EFISIENSI LAYANAN PERIZINAN
➢ PENGAJUAN RK SEKALIGUS PENGAJUAN IZIN (PI/PE)
➢ SINGLE REGISTRATION (KEMENDAG, KKP)
➢ UPGRADE FITUR PELAPORAN (REALISASI IMPOR, REALISASI DISTRIBUSI, DLL)



SINAS-NK V.2
PENYESUAIAN FORM RENCANA KEBUTUHAN BAGI PENGGUNA JASA 

Keterangan:
SINAS-NK telah didukung dengan fitur dynamic form, sehingga form yang ditampilkan akan menyesuaikan dengan parameter tertentu sesuai referensi. Termasuk diantaranya: Form Produksi hanya
muncul untuk jenis API-P, elemen data IUI dan kapasitas produksi hanya muncul untuk jenis APIP, Label bahan baku hanya muncul untuk jenis APIP (label pada form untuk APIU menjadi “barang
impor/barang lokal”



SINAS-NK V.2
FITUR AJU PI/PE SEKALIGUS



FLEKSIBILITAS NK DALAM FASILITASI DINAMIKA USAHA
FITUR PERUBAHAN PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS DAN SSM PERIZINAN

Perubahan NK dapat dilakukan dalam hal:
1. Bencana Alam;
2. Bencana Non Alam;
3. Investasi Baru;
4. Program Prioritas Pemerintah; dan/atau
5. Kondisi Lainnya.
(Pasal 21 Perpres No. 32 Tahun 2022)

Monitoring dan evaluasi:
1. Setiap 3 bulan
2. Sewaktu-waktu
(Pasal 31 Perpres No. 32 Tahun 2022)

Kriteria 1:
1. Mempengaruhi data perhitungan

kebutuhan nasional;
2. Mempengaruhi data perhitungan pasokan

nasional,
pada Neraca Komoditas yang telah ditetapkan.

Kriteria 2:
Tidak Mempengaruhi data perhitungan
kebutuhan dan pasokan nasional, a.l.
mencakup:
1. Negara Asal;
2. Pelabuhan Tujuan;
3. Pelabuhan Muat;
4. Waktu Pemasukan.

Pelaku usaha yang belum pernah mengajukan usulan RK s.d. NK ditetapkan

Pelaku usaha yang melakukan perubahan RK pada NK yang telah ditetapkan

Pelaku usaha yang mengajukan kembali usulan RK karena ditolak pada tahap verifikasi oleh KL
Pembina Sektor Komoditas dan tidak dapat memenuhi persyaratan s.d. NK ditetapkan

3 varians skenario perubahan RK:

Pengajuan Baru

Perubahan atas RK yang sudah diberikan persetujuan

Pengajuan Baru



GAMBARAN PENYUSUNAN NK
REVIEW PERIODE 2021-2022

PERIODE 2021

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

PERIODE 2022

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

Pembahasan proses bisnis NK-1

Pengembangan SINAS-NK V.1

Implementasi NK Tahap I – Aju RK 2022

Rakortas

Aju PI – PE (skenario normal dan perubahan)

Rakortas Perubahan NK – Q1 2022

Rakortas Perubahan NK – Q1 2022

Pembahasan proses bisnis NK-2

Implementasi NK Tahap I – aju RK perubahan Q1 2022

Implementasi NK Tahap I – Aju RK 2023

Implementasi NK Tahap I – aju RK perubahan Q2 2022

Pengembangan SINAS-NK V.2

Implementasi Sistem Nasional Neraca Komoditas Tahap I telah dapat memfasilitasi:
• Pengajuan RK Tahun 2022 & Penetapan NK Tahun 2022 termasuk perubahan RK Tahun 

2022 & perubahan NK Tahun 2022; 
• Pengajuan PI & PE Tahun 2022 termasuk perubahan PI & PE Tahun 2022

Implementasi Sistem Nasional Neraca Komoditas Tahap I telah dapat memfasilitasi:
• Pengajuan RK Tahun 2023 dengan fitur aju PI/PE sekaligus dan improvement

kesisteman lainnya (SINAS-NK V.2) yang akan diimplementasikan mulai Jumat, 22 Juli
2022 dimulai dari Komoditas Gula sesuai hasil koordinasi dengan Kemenperin



PROGRESS KOLABORASI PEMBAHASAN PENYUSUNAN NK-2
UNTUK DISKUSI YANG DIINISIASI OLEH LNSW MENINDAKLANJUTI ARAHAN FGD KEMENKO/USULAN KL

PEMBAHASAN PROSES BISNIS PENGEMBANGAN 
SISTEM

TESTING SOSIALISASI IMPLEMENTASI

KEMENPERIN - BANKEMENPERIN - PUPUK

KEMENPERIN - TPT

KEMEN.ESDM – MINYAK MENTAH

KEMEN.ESDM – KONDENSAT

KEMEN.ESDM – LNG

KEMEN.ESDM – BENSIN

KEMEN.ESDM – SOLAR

KEMEN.ESDM – MINYAK BAKAR

KEMEN.ESDM – MEDIUM DISTILLATE FUEL

KEMEN.ESDM – AVGAS

KEMEN.ESDM – AVTUR

KEMEN.ESDM – MINYAK TANAH

KEMEN.ESDM – LPG

KEMEN.ESDM – CNG

KEMEN.ESDM – DME

KEMEN.ESDM – GAS ALAM

KEMENPERIN – BESI BAJA, BJ PADUAN, PROD. TRNN

KEMEN.ESDM – BAHAN BAKAR NABATI

KEMENPERIN – SUSU & PRODUK SUSU

MEI – JULI 2022





CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […1]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

LANDING PAGE:



CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […2]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

FITUR DASHBOARD RIWAYAT PENGAJUAN RK:



CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […3]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

TAB DATA – PROFIL:



CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […4]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

TAB DATA – PRODUKSI (untuk API-P):



CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […5]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

TAB DATA – BAHAN BAKU:



CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […6]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

TAB DATA – DISTRIBUSI:



CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […7]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

TAB DATA – DATA KHUSUS:



CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […8]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

TAB DATA – DOKUMEN PERSYARATAN:



CONTOH TAMPILAN FORM RENCANA KEBUTUHAN […9]
PADA SISTEM NASIONAL NERACA KOMODITAS (SINAS-NK)

TAB DATA – KONFIRMASI:


